
Menimban.g: a. bahwa daJam rangka mernberikan pengho.rgaan lreUlard) tas
Inovasi penyelenggaraan pelayenan publik kepada masyarakat,
perlu diatur mekani m pemberian penghargaan [reward)
terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkl.lngan Pemerintah Kota
Bima yang meraih top inovasi pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan p rtimbangan bagaimana dimak ud
daJam huru( 1\, sere untuk melak n kan ketentuan p
11 ayat 14) Undang-Undang NomOf 25 Tabun 2009 teneang
Pelayanan Publik Jt..Ificto :pasal 20 ayat (11 Peraturan Men en
Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 t ntang Penllaian dan
Pemberian P nghw·gaan dan/emu In ntif JnolJaai Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walik,ota tentang Remberian
Penghargaan {RewaJ'dl terhadap Aparatur Sipil Neg~ cU
Lingkungan Pemerintah KOla Bima yang Meraih Top Jnovasi
Pelayanan Publik;

Menginga 1, Undang-Undang omo:r 28 Tahun 1999 umumg
Penye1enggara Nega.ra Yang .Bersih dan Bebaa dari Korupsi.
Kolusi dan Nepotisme (Lembanm egara Republik lndonesia.
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembamn egara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang'-UndangNomor 13 Tahun 2002 tentang Pembntukan
Kote Bima di Provin i Nusa Tengg Barar t~mba.l'an Negam
Republik lndonesi Tahun 2002 omor 26. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009' tentang Pelayanan
Publik (Lernbaran Nega:ra RepubHk lndenesia Tahun 2009
omor 112, Tarnbahan Lembamn Negara Republik lndone is

Nomor5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIMA.

PEMBERIAN PENOHARGMN (REWARD) TERHADAP APARATUR SIPIl ..
NEOARA 01 UNGKUNGAN PEMERtN'TAH KOTA BIMA
VANO MERAIH TOP INOVASI PELAYANAN PUBl.IK

TEN'l'ANO

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SIMA
NOMOR '-" TAHUN 2021



Peraturan Perundang·undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 omcr 82. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomoi 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang~Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 183.
Tambahan Lemearan Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

5. Undang-Undang omor 5 l"ahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndones.ia Tahun 2014
omor 6, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia

Nomor 48461;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tatum 2014 tentang Pemertntahan

Oaerah (Lembanm Negara. Republik Indonesia. Tahun 2014
Nomoi 244. Trunbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomoi 5587) sebagairnana tetah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
65731;

7. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Dieiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembanm Negam R~publjk
Indonesia. Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran N~ga.ra
Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan ?emeriotah Namor 38 Tahun 20t 7 tentang lnovasi
Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon ia
Nomor ,6123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilnia.n Kinerja. Pegawai Neg-eri Sipil (Le.mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. NomoI"63401;

10. Peraturan Menteri Pend8:!t"a.,gunun ApaTaUT Negam. dan
Reformas.i BirokTasi Nomor 30 Tahun 2014 tenUUlg Pedoman
lnovaal Pela}'anan Publik (Berita Negara RepubUk Indonesia
Tahun 2014 Nomar 1715);

l1. Peraruran Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (8 rita Negara Republik
Indonesia. Tahu n 2015 No,mar2036) sebagarrnene t,elah diubah
den,san Peraturan Me:nt!eri Dalam NC!'ger-iNomor 120 Tahun
2018 te:numg Perubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Ne.geri
NomoI' 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Bents Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1571;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom.or 104 Tahun 2018
temang PeniJaian dan Pemberian Penghargaan dan!8lAU
Insentif Inovasl Daerah (Berita Negam Republik Indonesia
Tahun 2018 Narnor 16111;



Dalam Peraturan Walikota ini, yang danaksud dengan:

1. Daerah adalah Kola.Bima.
2. Pemerlntah Daemh adalah Walikota sebagaj unaur penyelenggara

Pemerimahan Daenih yang memimptn peiaksanaan uruean
pemermtahan yang menjadi kewenang~ daerah otonom,

3. WaHkota adalah WaUkota Bima.
4. Sek.retariat Daerah adalah SekretaJial Deerah KOlaBima.
S. Aparatur Sipil Negara yang selanjumya dismg1(ar ASN adaJah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarar tertentu, dianglmt sebagai ~gawai
Apmatur Sipil Negara secara temp eteh pejabat Pembina
Kepep\!''aian untuk mend uduki jabatan pemerintahan.

6. Ap8TfltUr SipU Nepra yang meraih Top Inovasi Pelayanan Pu.bllk yang
selanjutn)'a disebut "~N Top Inovasi adalah aparatur sipil negara yang
telah rneraih Top Inova.&iatau dengan sebutan inovaeor dan Kompetisi
lnovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Ba.rat maupun dari
Kemeruenan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokmsi
Republik Indonesia .yang telah rnemenuhi .kriteria ~ni]aian yang tel.ah

BAS]
KETENTUAN UMUM

Pasall

PERATURAN WALfKOTA TENTANG PEMBERIAN
PENOHAROAAN (REWARD) TERHADAP APARATUR SIPIL
NEOARA OJ LlNOKUNOAN PEMERINTAH KOTA BIMA YANG
MERAlH TOP !NOVASl PELAYANAN PUBUK.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peranrrsn Menleri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
rentang Pedoman Teknis Pengetolaan Keuancan Daerah (Berite.
Negam Republik Indonesia. Tabun 2020 Nomor 17811:

14. Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Nepm dan
Reformasi Bir-okrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetiai
Inovasi PelayananPubUkdi Lingkungan KementerianILernbaga,
Pemerlntah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.. dan Badan
Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik rndonesia Tahun
2021 Nomor 196):

15. Peraturan Daerah Kota Sima Nomor 5 Tnhun 201·6 tentang
Pembenrukar, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sima
(Lembaran Daerah Kota Sima Tahun 2016 Nomor 183.
Tambahan Lembaran Daerah Kola Bima Namer 8S)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sima.
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahen Atas Peraturan
Dumb Kor.aBima Nomar 5 Tahun 2016 tentang Pemcentukan
dan Susunan ~rangkat Daerah Kota Sima [Lemharan Daerah
Tahun 2020 Nomer 230, Tambahan Lembaran Daerah Keta
Sima Tahun 103);



Ruang Ling,lrup Peraturan Walikota ini melip'Uti:
a. bentuk dan kategori reward;
b. persyaratan;
c. kriteria dan tata cars. penilaian;
d. pembiayaan;
e. ketentuan lain.tain~dan
f. keumtuan penutup,

Pasa14

Tujuan disUlnmnya Peratumn WaUkota ini adalah sebagai bentuk apres,iasi
Pemerintah D:aerahkepada ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik
kepada masyarakat sebagai upaya pemblnaan dan peningkatan disiplin, kinerja
dan kesejalneman pegawai Berta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan
pengabdian yang telah diberikan terhadap negara khususnya kepada
Pernerintah Daerah.

MAksud disusunnya Peraturan Walik.ota mi adalah .sebagai pedoman dalam
pemberian reward kepada ASN top inovasL

Pasal3

Pasa.l2

ditetapkan.
7_ Reward adalah bentuk penghargsan atau imbalan balas jasa yang

diberikan kepada ASN oteh Pemerintah Daerah karena telah berperdaku
baik, melakukan suetu keunggulan atau prestaai, rnembenkan suaru
sumbangsih, atau bethasil melakunakan tugae yang diberikan sesuai
target yang ditetapkan atas incvasi yang telah dihasilkan.

8. [no\rasi Pelayanan Pub1ik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah
terebosan jenis pelayanan publik baik yang merupekan
gapsan/ide kreatif onslnw dan/atau adaptasiImodiflkasi
yang memberikan manfaat bagi masyaralcat. balk secara langsun.g
maupun tidak langsung.

9. Punishment adalah adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang
diberikan kepada ASN 8mB kesa.laium .•pelangaran yang telah di1akukan
dalam ~ntuk reinforcement negadf dalam rangka pembtnaan dan
perbaikan tingkah laku serungga uclak terulang kembali di kemudian han
dalam pelaksanaan peleyanan publik.

10. Sistem [ruonnasi lnevasi Pelayanan Publik yang selanjumya. disebut
SlNOVfKadalah sistem herbasia web yang memuat jaringan infonnasi dan
doku.mentaai ino\'Q.s.lpelayanen pubtik



Pi Besaran banruan uang muka pemb lian/renovasi rurnah sebagaimana
dlmakeud dalam Paeal 5 ayat (2) huruf c diarur dan ditetapkan lebih lanjut
dcnp.n Keputuean WBlikota.

(2) Pen:anggungja: -absn keuangan terhadap pemberian reward dalam bentuk
uang perjalanaa dmas ke luar daerah dengan etap m ngacu pads.
Peraruran Waliko a yang menga ur tentang Perjalanan Dines.

Pasa.l6

(1) Pemerintah Daerah dapat mernb rikan reward kepada N top inovasi dan
Kepala Perangkat Daerah temp t tugaa inevater serta Tim lnovasi Pemerintah
Daerah.

(2) Reward sebagaimana dimaksud pada ayar {lJ diberikan dalarn bentuk:
a. piagam:
b. perjalanan dinas ke luar daerah unruk mengikuti kornpetisi inovaei

pslayanan publik bagi yang meraih top inovaei:
c. bantuan uang muka pembelian/ renovWIIl. rumah yang belum merniliki

rurnah: dan
d. studt banding bagi Tim Inovasi Pemenntah Daereh,

(31 Piagam sebagaimanadimaksud pad aya (2) huruf a adalah suaru benda
_yang diberikan kepada SN sebagai penghargaan etas suatu kesukse
dalam menghaailkan inovasi.

{41 pedaJanan dinas ke luar daerah sebegaimana drmaksud ayat (2) huruf c
adalah transportast dan akomedasi petjalanan dinas selama mengikuti
kompetisi fnovasi pelayanan publik dan top inovasi tingka Provinsi Nusa
Tenggara Barat aampal top inovas! Kernenterian Pend " agun an Aparatur
Negara dan Reforma i Birokraai RcpubUk Indonesia.

(5, Bantuan uang muka pem'belian/J"f!nOV8Si rumah sebagaimana dimaksud
pads. ayat (2) huruf c diberikan kepada ASNyang berhasil meraih predikat
Inovator Top 5 tingkat Nasional oleh Kementeri.an Pendayagunaan Apararur
HegarD dan R form si Birokra iRepublik Indone la.

(7) Studi banding sebagaimena dim ksud pads. ayat (2J huruf d dlbertkan
kepada Tim Incvasi Pemertntah Daerah yang berkunjung ke Daerah lain atau
kementertan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republtk Indonesia.

BAS IJ
BENTUK DAN KATEOORI REWltRD

Bagian Kesatu
Bentu k Reward

Pasal 5



11) Setiap Perangkat Daerah dapat mengu8ulkan ASN di ling~ungan unit
kerjanya unruk mengikuti seleksi lomba 81 OVIK. kecuali tenaga fungsional
guru.

(21 Usulan Pemngkat Daerah un uk A N yang mengikuti lomba SrNOVlK
disampa.ikan kepada Baglan pada Sekretariat Daerah yang menangani
pelayanan publik dengan ketentuan s.ebagai berikut :
A. Persyaratan Umum antara lain :

1. SN Pemerintah Daerah yang belum pernah mendapakan
penghargaan top inovasi;

2. en t ja m ni dan rehani:
3. tidak pem dijatuhi hukuman disiplin clan hukuman pidana

kurungan atau penjara seLama2 (dua tahun terakhir;
4. memililci masa pengabdian di lingk"Ungan Pemerintah Daerah minimal 5

(lima, tahun seiak diangkat sebagai ASH;
5. untuk ASNdan KementerianjLembaga/Pemerintah Daerah lain yang

rnut i ke Pernerintah Dae-rah wajib m -miliki rna pengabdian 2 (dual
tahun pada Pemeri.ntah Daerah;

6. seriap unsur penilaian prestasi ke:rja ASN bermlai balk dalam 2 [dua)
tahun terakhir; dan

7. tingkat kehadiran sekur ng-kurangnya 90 % dalarn I ( lui tahun
eerakhir.

B. Persysratan Khu us antara lain:
1. memenuni seluruh kriteria inovasi;
2. lama dengan rna kompeti i:
J. relevan dengan salah satu ktltegori kempetial:
4. diaJukan secara da1am jaringan (daring} dalam bent uk proposal

lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukungyang relevan:
5. menggunakan judul yang m nggambarkan inovasi dengan

mernperhatikan norma dan kepantasan; dan
6. per yanu,an I in yang, ditetapkan oleh WaJikota.

BABUI
PERSYARATAN

PaulS

(1) Reward bagi ASN top mova.si diberikan dalam 3 (dgal kategori.
(2) Reward .bagaimana dimak ud pada ayat (1' diberikan kepada 2 (dua) orang

ASN untuk setiap kategcri.
(3J Kategeri sebagaimana dimaksud pada 8yat (1) terdiri dan :

Q. ASH E len n atau Jabatan Pimpinan Ting. Pratama;
b. AS Eselon IJl atau Jabatan Administrator; dan
c. Tun lno asi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kategori Reward

Pasa17



(1) Penflaian terhadap calon ASN yang memlliki inovas] ditentukan dengan
capaian pada lomba SlNOV]K sesuai dengan syarar-syarae sebagaimana
yang telah diatur daJam Peraturan Walikota ini dan dilakukan oleh tim
seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) DaJam melakukan peniJaian. tim seJek i horus men,ggunakan krlteria
penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(3) Untuk mendapatkan hasil penilaian obyektif. tim selek i dapat melakukan
ebseevasilapangan, menggunakan metede wawancara dan/atau metode
lainnya yang efe'ktif.

(4) Teknia dan metode penilaian 1St rta hasil penilaian tim seleksi ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

PasallO

Kriteria Penilaian lnovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi sebagai berikut:
a. m.emiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik,

pendekatan yang baru dalam penyeleeaian masalah, atau kebijakan dan
desain peJaksanaanyang unlk. atau modifikBSi dan inovasi pelayanan pubHk
yang telah ada, untuk p nyelengaman pelayanan pubUk;

b. erektif. yaitu memperubatken capaian yang nyata dan membertkan eolusi
daJam penyelesaian pe:rmasalahan;

c. bermanfaat, yaitu rnenyelesaikan permasalahan rang menjadi
kepentmgan don perhatian publik;

d. dapat ditransfer/direptikasi, yaitu d pat dan/atau telah dicontoh dan/atau
menjadi rujukan dan/atau duer pkan oleh penyelenggara pelayanan
publik lainnya.;

e. berketaniutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang
diperlihatkan dalam bentuk dukungan pro8Jam dan anggaran. rugas dan
fungsi orgnnisasi. serta hukum dan perundang-undangan.

f. penilaian inovasi apara tu r aiptl negara adalah mlai capaian kerja asn
yang terdiri dan kegiatan tugas dan kreativitas serta jenis inevasi yang
dihaeilkan,

BASJV
KRtTERJADAN TATA CAM PENJL.AJAN

PasaJ9

(3) lnovasi yang dimillid olen ASN yang pernah meraih Top inovasi tidak dapat
diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi Kampen j lnovasl Pela anan
Publik pad a tahun berikutnya.

(4) Mclampirkan keJeng'kapan admini trasi seba_.ga.iberikut :
8.. surat keputusan calon Pegawai Negeri Stpll/ Pegawai Pemerintab

dengan Perjanjian KeJja~
b. surat keputusan pangkat terakhir:
c. surat keputusan jabatan terakhir;
d. penilaian prestasl ketja pegawai 2 (duaj tahun terakhir;
e. aurat ke erangan dan atasan bahwa yang bersangkutan udak

pemah dijatuhi hukuman dislplin dngkat berat, hukuman disiplin
tingkat sedans; dan hukuman di iplin lingkat ringan; dan

f. pas Ioto berwarna ierbaru ukuran 3 !Ie'" em 2 (dua) lembar.



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR

Diu ndangkan. di. kOla Sima
pads. tanggal .2( jIIuj 2021
SEKRETARISD R H KOTA SIMA,

Ditetapkan di KOla Bima
pada tanggal .l. l M E' I· 2021

t" ALI KOTA B1MA, IV'"
~t MUHAMMAD LUTFI

Peratursn WalikOUl ini mulai berla.ku pada tanggal dlundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan p. raturan
\ ankota ini dengan peneerpatannya dalarn Beri.tADaerah Kola. Bima.

BAH VlI
KETENTUAN PE UTUP

Pasa113

Pemberien punishment berupa mutasi bagi.kepaJa perangkat daerah yang minim
lneva ioleh Waliko dengan memp rtimbangkan u ulan tim Penilai KineJja SN.

BAB V!
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal12

Pemberian reward ASN Top Inovasi dibebankan pada Anggara_n Pendapatan dan
Belanja Oaerah dengan memperhatikan k mampuan keuangan Daeran.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal ] 1
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